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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis moneter yang menyebabkan kehancuran ekonomi dan ketidak puasan
masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintahan orde baru memicu demonstrasi
dan kerusuhan dimana-mana yang berujung lengsernya presiden soeharto pada 21
Mei 1998. Potret buram pelaksanaan politik yang mendistorsi Undang-Undang
Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Pancasila oleh Orde Baru
dalam rentang waktu 32 tahun, telah mendorong bangkitnya kekuatan rakyat
untuk mereformasi sistem politik yang otoriter menuju sistem politik yang
demokratis dan adil. Cita-cita tersebut, kemudian diwujudkan dalam berbagai
macam program kebijakan politik demokratis, mulai dari amandemen UUD 1945,
perubahan struktur kelembagaan negara sampai dengan perubahan tata cara
pemilihan para pejabat publik yang betul-betul mencerminkan kedaulatan rakyat

sejati.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah
terselanggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular

dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan



mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini
memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan
hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek
berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip
hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari
negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat

dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Salah satu aspek penentu demokratis-tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan
atau lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan, bahwa
lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara
independen, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya
lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga
penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan
efesien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga
penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka
kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir

(pelantikan calon terpilih).*

Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan
dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu pertama pada Tahun 1955
dilaksanakan dalam situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan
kemerdekaannya. Dalam penilaian umum, Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu
yang ideal karena berlangsung demokratis. Namun, sebaliknya Pemilu yang

digelar sepanjang era Orde Baru hanya sekadar seremonial untuk

' Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem, 2007, him. IV.



mempertahankan kekuasaan, dengan merekayasa peraturan hukum, sistem, tata
cara, dan hasil Pemilu-nya sekaligus. Arus reformasi berhasil mengoreksi praktek-
praktek Pemilu yang tidak demokratatis tersebut. Pemilu pertama di era reformasi
digelar pada Tahun 1999, tidak saja bertujuan untuk membangun Indonesia yang
demokratis, namun juga diharapkan mampu meletakkan dasar kepemimpinan
yang berpihak pada usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan keadilan bagi

rakyat.

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran
Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap
penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya
disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan
peserta Pemilu, kekurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi
keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena
adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu,
seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih.
Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme
penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu
kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta
legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak

konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004, terdapat 3.153 kasus pelanggaran

dalam Pemilu legeslatif dan 274 kasus dalam Pemilu Presiden.” Meskipun banyak

> Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya,

Jakarta, 2008, him. 4.



kasus-kasus pelanggaran peraturan Pemilu maupun pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu, KPU tidak rensponsif menindak lanjuti dan hanya
mengandalkan hasil keputusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 dimungkinkan untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU/KPUD
tetapi sampai berakhirnya Pemilu legislatif dan Pemilu presiden, pembentukan
dewan kehormatan tidak pernah ada. Pengawas Pemilu Tahun 2004 sudah bekerja
secara baik hanya saja pada KPU yang tidak maksimal dalam menuntaskan kasus-

kasus yang telah direkomendasikan.®

Pemilu ketiga di era reformasi Tahun 2009 dimaksudkan untuk semakin
memantapkan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Selain membenahi
kekurangan Pemilu sebelumnya, Pemilu Tahun 2009 telah merevisi produk
Pemilu sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan data yang dirilis
oleh Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) pada minggu
pertama bulan April 2009 ditemukan 2.126 pelanggaran dalam kampanye terbuka.
Pelanggaran ini terdiri dari pelanggaran administrasi sebanyak 223 Kkasus,
pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 635 kasus dan pelanggaran lain-lain

sebanyak 1.370 kasus.*

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 banyak menyisakan permasalahan, yang menjadi
sorotan adalah kinerja KPU. Menjelang Pemilu presiden Tahun 2009 dibentuk
panitia angket Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) yang
sejalan dengan hasil investigasi Komnas HAM tentang Penyelidikan Pelanggaran

Hak Konstitusional Warga Untuk Memilih Pada Pemilu Tahun 2009. DPR juga

Didik Supriyanto, op.cit., him 163-164

4 http://www.tempo.co/read/news/2009/04/17/146170997/, diunduh tanggal 2 Februari 2013


http://www.tempo.co/read/news/2009/04/17/146170997/

sempat membentuk panitia kerja mafia Pemilu 2009. Kondisi yang
memprihatinkan juga terjadi dengan adanya disharmonisasi antara pelaksana
Pemilu dengan pengawas Pemilu, akibat arogansi KPU yang tidak mengindahkan
rekomendasi Bawaslu khususnya pembentukan Dewan Kehormatan atas

pelanggaran kode etik oleh komisioner Pemilu.®

Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga masyarakat
menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya untuk
membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR
mengambil insiatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk
menyempurnakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 khususnya mengenai
Tim seleksi KPU dan Bawaslu, Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan
Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu.®

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
(selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 2011), mengamanatkan untuk
membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas
menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP memiliki tugas dan wewenang

untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas

> Pendapat Akhir F-PDIP DPR RI Atas RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi Il DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 15
September 2011.

6 Penjelasan Pimpinan Komisi Il terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi Il DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 23
Mei 2011.



penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

Pada hari Selasa 12 Juni 2012 Presiden melantik tujuh anggota DKPP periode
Tahun 2012-2017 di Istana Negara. Pengurus DKPP dituangkan dalam Kepres
Nomor 57 Tahun 2012. Ketujuh anggota DKPP tersebut adalah lda Budhiarti
mewakili unsur KPU, Nelson Simanjuntak mewakili unsur Bawaslu dan lima dari
unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Jimly

Asshiddigie, Saut Hamonangan Sirait serta Nur Hidayat Sardini.’

Sejak berdirinya DKPP, sangat produktif menangani perkara pengaduan
pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Sampai bulan November
Tahun 2012, DKPP telah memproses perkara pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu sejumlah 53 perkara. Namun mengingat dalam penanganan
perkara lazim didasarkan pada pihak yang diadukan (teradu), maka jumlah
perkara yang tercantum dalam Tabel 1 adalah 49 perkara, karena ada 4 pihak yang
mengadukan (pengadu) yang disatukan karena Teradu-nya sama, dengan rincian

sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut ini:®

http://www.tribunnews.com/2012/06/12/dkpp-pecat-anggota-kpu-dan-bawaslau-kalau-melanggar,
diunduh tanggal 4 Januari 2013
8 http://www.bawaslu.go.id/berita/42/tahun/2012/bulan/11/tanggal/4/page/1/, diunduh tanggal 4 Januari
2013
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Tabel 1 : Jumlah perkara pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh DKPP

No. Status Perkara

Jumlah

Rincian Daerah

1. Perkara Putusan :
1. Pemberhentian Tetap

13
5

3 dari 5 Ketua/anggota KIP Aceh Tenggara, Ketua KPU
Kota Depok, Ketua/anggota KPU Sultra, Ketua dan
anggota KPU Tulangbawang plus sekretaris KPU
setempat, dan Ketua Panwaslu DKI Jakarta;

2. Teguran Tertulis

Ketua KPU DKI Jakarta

3. Peringatan Keras

Ketua dan seorang anggota KPU Pati serta Ketua dan
anggota KPU Timor Tengah Utara NTT

4. Ditolak dan Direhabiltasi
Nama Baik

anggota Panwaslukada Sultra, Ketua KPU Lampung
Barat, Ketua dan anggota KPU Kota Batu, dan Ketua
KPU Banggai Kepulauan;

5. Perkara Di Cabut

Ketua KPU Talaud

2. Perkara Dissmisal
(pemeriksaan persiapan
/administrasi)

22

Ketua dan anggota KPU Tangerang, Ketua KPU
Bandung Barat, Ketua KPU Maluku Tengah, Ketua KPU
Padang Sidempuan, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Ketua
KPU Mamberamo Tengah, Ketua dan anggota KPU
Kota Kupang, Ketua dan anggota PPK Pontianak Kota,
Ketua KPU Kota Jayapura, Ketua PPK di Purwakarta,
Ketua dan anggota KPU Maluku Utara, Ketua dan
anggota KPU Kepulauan Morotai Selatan, Ketua KPU
Kalimantan Selatan, Ketua dan anggota KPU Wakatobi,
Ketua dan anggota KPU (Pusat) untuk Pemilu 2009,
Ketua KPU Brebes, Ketua KPU Pandeglang, Ketua dan
anggota KPU dan PPK Puncak Jaya, Ketua KPU
Lumajang, Ketua KPU Halmahera Selatan, Ketua KPU
Yapen, dan Ketua KPU Kab Jaya Pura.

3. Perkara Persidangan

Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Cimahi, Ketua dan
anggota KPU serta Ketua dan dua orang anggota
Panwaslu Halmahera Tengah, Ketua dan anggota KIP
Aceh Tengah, Ketua dan anggota KPU Sumatera Utara,
dan Ketua KPU Puncak, Papua.

4. Perkara Dalam Kajian/
Perbaikan Pengaduan

anggota Panwaslu Cirebon, Ketua Panwaslu Cianjur,
Ketua Panwaslu Buton Utara Sulawesi Tenggara, Ketua
dan anggota KPU Kota Jayapura, Ketua dan anggota
Panwaslu Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Sampang
Jawa Timur, Ketua Panwaslu Sumatera Utara, Ketua dan
anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan
Ketua dan anggota KPU (pusat)

Sumber : Situs Bawaslu, Pers Realease “Benarkah Putusan-Putusan DKPP Hanya
Memecat Anggota Penyelenggara Pemilu?” Oleh Nur Hidayat Sardini
(anggota DKPP), 04 November 2012.




Menjelang DKPP genap berusia satu tahun pada tanggal 12 Juni 2013, hingga

akhir bulan Mei Tahun 2013 mengalami peningkatan pengaduan perkara

pelanggaran kode etik, dengan rincian tertera pada Tabel 2 sebagai berikut® :

Tabel 2 : Rekapitulasi Data Pengaduan, Persidangan, Putusan, dan Kegiatan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2013

Sidang Kode Etik Putusan
ranun | pPerar S0 | Ui | Sigang | menavits | Pennen | "Gt | M | Dipuus
Confrence | DKPP
2012 30 4 63 25 18 31 30
2013 59 6 18 112 199 28 1 38 51
Total 89 6 22 175 224 46 1 69 81

Sumber : Situs DKPP, Newsletter DKPP Edisi 1, Juni 2013.

Begitu besarnya pengaruh DKPP dalam suatu proses penyelenggaraan Pemilu dan

fenomena kemunculan lembaga negara baru yang membawa perubahan dalam

struktur ketatanegaraan dan tatanan pemerintahan, menjadi suatu hal yang sangat

penting dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terkait dengan penelitian ini,

muncul pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya kedudukan DKPP dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia.

Kehadiran lembaga DKPP yang berwibawa sebagai pilar demokrasi sangat

diperlukan. DKPP tidak hanya diharapkan mampu menegakkan kode etik

penyelenggara Pemilu, tetapi juga dapat mengawal independensi dan imparsialitas

jajaran KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Selain itu, keberadaan DKPP

9

http://dkpp.go.id/files/Lay-out OK Newsletter DKPP.pdf, diunduh tanggal 02 Juli 2013




diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi pemilu yang bebas,
jujur, dan adil, serta demokratis. Namun ada anggapan DKPP terlalu “ringan

»1% menyidangkan dan mengadili setiap pengaduan atas pelanggaran

tangan
penyelenggaraan Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU
dan Bawaslu). Contohnya Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-1/2012"
telah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang, dengan memutus
suatu hal diluar pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan sudah
menyentuh ranah teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu yang menjadi
kewenangan KPU. Putusan DKPP tersebut memerintahkan KPU untuk melakukan

verifikasi faktual terhadap 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos

verifikasi administrasi.

Putusan DKPP tersebut di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian proses
penyelenggaraan Pemilu dan membuat tumpang tindihnya kewenangan antar
lembaga penyelenggaran Pemilu. Dari kasus Putusan DKPP yang melebihi
kewenangan tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut
bagaimana kekuatan dan pelaksanaan (eksekusi) Putusan DKPP sebagai lembaga
kode etik dalam memutus suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara Pemilu. Hal ini menjadi penting karena DKPP merupakan lembaga

penegak kode etik bukan lembaga penegak hukum.

10 http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/02151857/kisruh.penyelenggara.pemilu, diunduh tanggal 4

Januari 2013
1 http://dkpp.central.net.id/, Putusan DKPP Nomor 23 - 25/DKPP-PKE-1/2012, diunduh tanggal 2
Februari 2013
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1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan DKPP yang
menarik untuk dibahas lebih lanjut dan agar lebih fokus kajian masalah dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?

2. Bagaimana Kekuatan (sifat) dan Pelaksanaan (eksekusi) Putusan DKPP

terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ?

1.2.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan maslah, maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian
bidang hukum tata negara (HTN), yang secara khusus meneliti lembaga DKPP
dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dari substansi yang
dikaji meliputi Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan

Kekuatan dan Pelaksanaan Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP sebagai salah satu lembaga
negara baru yang merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan
pemilu, dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

2. Mengetahui dan menganalisis kekuatan (sifat) dan Pelaksanaan (eksekusi)

Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Penyelenggara Pemilu.
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1.3.2. Keguanaan Penelitan
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara Teoritis maupun

Praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
a. Kegunaan teoritis penelitian ini untuk memberikan masukan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum
tata negara yang berkenaan dengan lembaga negara.
b. Sebagai informasi awal bagi kajian-kajian tentang lembaga negara yang

akan datang

2. Secara Praktis
a. Sumbangan pikiran kepada para stecholder (pejabat dan petinggi negara)
dalam hal pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan
fungsinya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi DPR dalam pengembagan dan
pemantapan kedudukan dan hasil putusan DKPP dalam peraturan

perundang-undangan dimasa yang akan datang



